PENGUMUMAN/PERATU RAN PEMERINTAH

_Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dip-

impin kurang dari 3 (tiga) orang Komisioner. Se-

- dangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahunr_2_002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi mengatur bahwa Pimpinan Komisi Pem- -

..berantasan Korupsi bekerja secara kolektif.
Untuk tetap mempertahankan keberlanjutan
kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
perlu dilakukan pengisian kekosongan keanggot-
aan leplnan Komisi Pemberantasan Korup5| se-

cara cepat agar tidak menghambat proses pem-

berantasan korupsi, Di samping itu, pengisian
keanggotaan sementara Komisi Pemberantasan

Korupsi sangat diperlukan untuk tetap menjamin - |

. kinerja Kom|5| Pemberantasan KDI’UpSI sebagai

- lembaga negara.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Ta-

. hun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, pemilihan .dan penetapan Pimpi-

y

nan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan
melalui .seleksi dan penilaian oleh Dewan Per- |

wakilan Rakyat Republik Indonesia dan hasilnya

' dlsampalkan kepada Presiden untuk ditetapkan,
namun mekanisme tersebut membutuhkan waktu‘

yang cukup lama.

-Apabila - tidak dllakukan penglsmn kekoson- :

gan.keanggotaan Kpmusn Pemberantasan Korupsi

secara cepat akan berdampak pada menurunnya -

kredlblntas Indonesna dalam pemberantasan tm-
dak pidana korupsi.
Oleh 'karena itu, untuk menjaga komitmen

-dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi

serta memperhatikan aspirasi. masyarakat vang
berkembang, Presiden sesuai dengan kewenan-
g_annVa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat
{1} Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, perlu menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang -
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Ta-
hun 2002 tentang Komisi Pemberantasan deak

* Pidana Korups:

PASAL DEMI PASAL .

) Pa_sal I
~ Pasal 33A

Cukup jelas.
Pasal 33B

Cukup jelas.. .
Pasal Il

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA -
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5661

(BN)

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN |
NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH |

(Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 201 5, tanggal 16 Januarl 201 5}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA-
" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : -

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan be-
lanja Negara guna percepatan p’elaksa_n_aan pem-

bangunan, perlu ) inovasi terhadap .pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaku-
- kan dengan pemanfaatan teknologi informasi; .

,bahwa be_rdasarkan pertimbangan sebagaim'ana

dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyem-
purnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-

maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetap-
kan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keem-

.pat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ©
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat :

| 1.

2.

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-

bendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubilk_
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Ihdonesia Nomor 4355});
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

“tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi {Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Nomor 3956} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan’ Pemerintah Nomor 59
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2010 Nomor 95);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang.

Pen’gédaa.n Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Per-
aturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang
Perubahan I(etiga_ atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

. Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran | -

Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

| ‘PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KE-
EMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 -

TAHUN 2010. TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pre31den‘

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah den-

gan Peraturan Presiden:

a.
b.

Nomor 35 Tahun 2011; - -

Nomor 70 Tahun 2012 {Lembaran Negara Repub- -

lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tamba-
han Lembaran.Negara Republlk IndoneSIa MNomor
5334); dan

Nomor 172 TFahun 2014 {Lembaran _N_egara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tam-

.bahan Lembaran Negara Republik indonesia No-

mor 5642).:

dlubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 4 dan angka 9 Pasal 1 diubah,

sehlngga Pasal 1 berbunyl sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud

dengan:. :

1. Pengadaan BaranglJasa Pemerintah yang se- .

fanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/

- Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Ba-
rang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Sat-

uan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari-perencanaan kebutu-

han sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
. untuk memperoleh BaranglJasa

' 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kef]a Perang—

kat Daerah/Institusi, yang selanjutnya dise-

but ' K/L/D/I adalah instansi/institusi yang -

'menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan.dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pengguna Barangldasa adalah Pegabat peme-‘

gang kewenangan penggunaan Barang dan/
atau Jasa milik Negara/Daerah di masing- ma-
sing K/L/D/I. o

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
. Pemerintah yang selanjutn'y'a disebut LKPP

. adalah lembaga Pemerintah.yang bertugas
men)gémbangkan dan merumuskan kebijakan
- Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimak-
sud dalam Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seb-

agaimana diubah dengan 'Peraturan’ﬁ’Presidén_

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

‘4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupatl
atau Wallkota dan perangkat | daerah sebagai |

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengguna Arggaran yang selanjutnya dise-

but PA adalah Pejabat pemegang kewenan-
gan penggunaan anggaran Kémenterian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Pejabat yang disamakan pada Institusi’

Pengguna APBN/APBD. :

‘6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disebut KPA adalah pejabat yang. ditetap- -

kan oleh PA untuk menggunakan APBN atau
dltetapkan oieh Kepala Daerah untuk meng-
gunakan APBD :
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Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disebut PPK adalah® pejabat yang bertang-
gung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Ba-
rang!Jasa :

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
dlsebut ULP adalah unit organisasi Kemen-

~ terian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi

11.

© 19,
13,

14,

15,
16.

17

dipakai,

. yang bei’fungsi me!aksanakan Pengadaan

Barang/Jasa yang bersn‘at permanen, dapat
berdiri sendm atau melekat pada umt yang

. sudah ada. ;

Pejabat Pengadaan adalah persoml yang dltun-
juk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,

" Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
10.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh

PA/KPA yang bertugas memeriksa dan me-
nerima hasil pekerjaan. : '

Aparat Pengawas Intern Pemermtah atau

pengawas intern pada institusi lain yang se-

lanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan perga-
wasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi.

Penyedia. Barang/Jasa adalah badan usaha- '

atau orang perseorangan yang menyedlakan
BaranglPekerjaan KonstruksulJasa Konsul-
tansi/Jasa Lainnya. ' .

Pakta Integntas adalah surat pernyataan

yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak a
melakukan kolusi, ‘korupsi, dan nepotisme |.

dalam Pengadaan Barang/Jasa.
Barang adalah setiap benda baik berwujud

‘maupun tidak berwujud, bergerak"maupun
- tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipergunakan - atau dtmanfaatkan Rk

oleh Pengguna Barang

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh peker-
' ;aan yang berhubungan dengan pelaksanaan

konstruksi bangunan atau pembuatan wujud
fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profe- |-

sional yang membutuhkan keahlian tertentu
diberbagai bidang keilmuan yang menguta-
makan adanya olah pikir {brainware)..

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan.
kemampuan tertentu yang mengutamakan
~ keterampilan {skillware) dalam suatu sistem

i

tata kelola yang telah dlkenal |uas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan
atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pe-
kerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal

dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan ori-
sinal, keterampilan, dan bakat individu untuk
menciptakan kesejahteraan serta lapangan’
pekerjaan melalui penciptaan dan peman-
faatan daya kreasi dan daya cipta.

19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

adalah tanda bukti pengakuan dari pemerin-
tah atas kompetensi dan kemamp‘uan' profesi
dlbldang Pengadaan Barang/Jasa.

'20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa di

mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,

- danfatau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai

penanggung jawab anggaran, instansi pemer-
intah lain dan/atau kelompok masyarakat.

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang

ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan yang ‘mem'uat‘ informasi dan ke-
tentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 58~

lanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian
tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/

“Jasa atau pelaksana Swakelola.
23. Pelelangan Umum adalah metode pemili-
‘han Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang

'dapat diikuti oleh semua -Penyedia Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lalnnya yang me-
menuhi syarat. ‘ -

24, F.’elelangan Terbatas adalah metode p'em_ili-

han Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi
dengan jumlah Penyedia yang mampu melak-
sanakan diyakini terbatas dan untuk peker-
- jaan yang kompleks:

- 25. Pelelarigan Sederhana adalah metode pe-

milihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya un-

' tuk pekerjaan yang bernilai- paling tinggi

Rp5.000.000.000, 00 {lima mll|ar rupiah). -

26. Pemlllhan Langsung adalah metode pe-

milihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi un-
tuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Pe-
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_nyqdla Jasa Konsultanm untuk pekerjaan

. yang dapat diikuti oleh semua Penyedla Jasa

28,

29,
- dia . Jasa yang memperlombakan gagasan-
~orisinal, kreatlfltas dan inovasi tertentu yang
. hargalblayanya tidak dapat dltetapkan ber-

' dasarkan Harga Satuan. :

Kontes adalah metode - pemuhhan ‘Penyedia '

" Barang yang memperfombakan barang/benda '

- 30.

3t.

32.

33.

Konsuitansi yang memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemili-
han Penyedla Jasa Konsultansi untuk Jasa
Konsultansi yang _bernilai palmg tinggi
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta- rupiah).
Sayembara adalah metode pemilihan Penye-

tertentu yang tidak mempunyai harga pasar
dan yang harga/biayanya tidak dapat dltetap—

'kan berdasarkan Harga Satuan.

Penunjukan Langsung adal_ah metode pe-.
" milihan . Penyedia Barang)’Jésa dengan "cara
menunjuk langsung 1 {satu} Penyedna Ba-.

rang/Jasa. :
Pengadaan  Langsung adalah Pengadaan
Barang/Jasa langsung. kepada Penyedia Ba-

rang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksn’ |

Penunjukan Langsung

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik -
orang perseorangan dan/atau badan usaha
yang memenuhi- kriteria Usaha Mikro seb--
agalmana -dimaksud dalam undang- undang- '

yang mengatur mengenat Usaha Mlkro Kecil

o -dan Menengah

- 34

- yang berdiri sendlrl dan dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan .
mertpakan anak perusahaan atau bukan ca-

Usaha Kecil adalah usaha ekonoml produk’uf

bang perusahaan yang d1m|I|k| dlkuasal atau

- menjadi bagian baik langsung maupun tidak

3b.

. rang/Jasa kepada PPK/KeIompok Kerja ULP

'Umum/Perusahaan

. langsung dari usaha menengah atau’ usaha
besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana ‘dimaksud dalam undang-un-

“dang yang mengatur mengenai Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengabh.

Surat Jaminan vyang selanjutnya disebut -
Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersu-_

fat mudah dicairkan dan tidak - bersyarat
{unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank

Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Ba-

PENGL 'MLJMAN/PERATURAN PEMERINTAH

' Panjaminan/Perusahaan.

36.

37.

38.

untuk menjamin. terpenuhunya kewajlban Pe-
nyedia Barang/Jasa. - ‘

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang

memerlukan teknologi- tinggi, . mempunyai
risiko tinggi, menggunakan peralatan yang

didesain  khusus dan/atau pekerjaan yang -
- bernilai . diatas Rp‘IOO 000.000.000,00 (se'

ratus miliar ruptah)

Pengadaan secara elektronik atau E-Procure-
ment adalah-- Pengadaan Barang!Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknolo-
gi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan’ keterit_uan perundang-undangan.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang

- selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja

'39.

40.

K/L/D/l yang dibentuk untuk menyelengga-

_rakan. sistem pelayanan Pengadaan Barangl' ]

Jasa secara elektronik, .

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Pe-
nyedia Barang/Jasa yahg' dilakukan secara
terbuka dan- dapat diikuti oleh semua Pe-

" nyedia - Barang/Jasa yang terdaftar pada

sistem pengadaan secara ‘elektronik dengan
cara menyampaikan 1 (satu} kali penawaran.
dalam waktu yang telah ditentukan.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah
sistem informasi elektronik yang memuat
daftar jenis, spesifikasi teknis dan harga ba-

rang tertentu dari berbagai Penyedla Barang/
rd

: - Jasa Pemerintah. . j
41.
o ranglJasa melalui sistemn katalog elektronik. -
42,

E- Purchasmg adalah tata cara pembellan Ba-

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu ger-
bang sistem informasi elektronik yang terkait
dengan informasi Pengadaan BaranglJasa
secara nasaonal yang dikelola oleh LKPP

i

“Ketentuan ayat (2) huruf h angka 1) Pasal 17 di-

ubah dan Penjelasan ayat {1a)} diubah, sehlr_lgga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: '

m

Pasal 17

Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pe- ‘

jabat Pengadaan memenuhi persyaratan seb-
agai berikut :

a. memiliki mtegntas, dlSlphn, dan tanggung

~ jawab dalam melaksanakan tugas; .

b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahaml jenis pekerjaan tertentu: yang

' menjadl tugas ULPIKelompok Kerja ULP/
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I".eja.ba'_c Pen‘gada'an yang bersangkutan;

_'d. memahami isi dokurnen, - l_'netode- dan

prosedur Pengadaan

“e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Ba-
rang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang, |- o

dipersyaratkan; dan .
f. menandatanganl Pakta Integritas.

(1a Persyaratan ‘Sertifikasi - Keahlian - Pengadaan_

'Barang/Jasa pada ayat (1} huruf e dapat dike-
cuahkan untuk Kepala ULP.

(2} Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Ker—

ja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

a. menyusun rencana pemlllhan Penyedia Ba-
rang/Jasa; . P

b. menetapkan Dokumen Pengadaan

c. menetapkan besaran nomlnal Jaminan
" Penawaran;

d." mengumumkan pélaksanaan -Pengadaén-
- Barang/Jasa di website Kementerian/Lem:-

- baga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-

' "masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk dlumumkan dalam Portal Pen—
gadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

melalui prakuallflkaSI atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan
" harga terhadap penawaran yang masuk;
" g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
" 1) menjawab sanggahan;
2) menetapkan. Penyedia Barang/Jasa
untuk: : : '
a) Pelelangan atau Penunjukan Lang-
‘'sung untuk -paket Pengadaan Ba-
. rang/Pekerjaan . . Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp100.000.000.000,00 - (seratus
miliar rupiah); atau

" b) Seleksi atau Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Jasa Kon-
sultansi yang bernilai ‘paling tinggi
Rp10.000.000.000,00 (se'puluh
miliar rupiah);- : o
3) menyampalkan hasil Pemlllhan dan sa-

* linan Dokumen Pemilihan Penyedia Ba- .

rang/Jasa kepada PPK;

4) menyimpan dokumen asli pem:hhan Pe- |

nyedla Barang/Jasa, o
5) membuat Iaporan mengenai proses Pen-

gadaan kepada Kepala ULP
“h. khusus Pejabat Pengadaan
1} menetapkan Penyedia ‘Barang/Jasa untuk
a) Pengadaan - . Langsung - atau
Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan ¥on-
‘struksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp200.000.000,00
. (dua ratus juta rupiah); dan/atau-
b) Pengadaan Langsung atau Penun-
jukan Langsung untuk paket Pen-
' gadaan Jasa Konsultansi yang ber-
nilai paling tinggi Rp50.000.000,00 |
- {lima puluh juta rupiah); _
' .2) menyampalkan hasil Pemilihan dan sa-
' Iman Dokumen Pemilihan Penyedla Ba-
ranglJasa kepada PPK;
3) menyerahkan dokumen asli pemlhhan Pe-
‘ _nyed:arBaranglJasa kepada PA/KPA; dan
4} membuat laporan mengenai proses Pen-
‘ . gadaan kepada PA/KPA.
"~ i. memberikan pertanggungjawaban  atas

- pelaksanaan keglatan Pengadaan Barangl
_Jasa kepada PA/KPA. :

(24} Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP
mehputl

a. memimpin dan mengaordlnamkan seluruh
keglatan ULP; : ,

b. menyusun program kerja dan anggaran ULP

c. mengawasr seluruh kegiatan pengadaan

~ Barang/Jasa di ULP dan melaporkan apa- |

'~ bila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan; . ‘

d. membuat ' laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Ba-
rang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lem-
_bagall(epala DaerahlPimpman Institusi;

e. melaksanakan pengembangan dan pembi-

. naan Sumber Daya Manusia ULP; '
“f. menugaskan/menempatkan/memindah-
~ kan anggota Kelompok Kerja sesuai den-

. gan beban kerja masing- masmg Kelompok

. Kerja ULP; dan :

- g. mengusulkan pemberhentlan anggota Ke—
lompok Kerja yang ditugaskan di ULP ke-
‘pada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila ter-
bukti melakukan . pelanggaran peraturan
perundang undangan dan/atau KKN.

(3) Selain tugas pokok dan kewewenangan seb-
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agaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal

dlper|ukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pen-

ga,daan dapat mengusulkan kepada PPK:
a. perubahan HPS; dan/atau :
b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

{4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Peja-
bat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik
dari instansi sendiri maupun.instansi lainnya.

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4),

untuk :
a. Lembaga/institusi Pengguna ‘APBN/APBD
yang memiliki keterbatasan pegawai yang
'berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/
anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pen-
" gadaan dapat bérasal dari ‘pegawai tetap

Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APE}D,

yang bukan Pegawai Negeri.

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swake- -

lola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari
bukan Pegawai Negeri.

(6) Dalam hal Pengadaan BaranglJasa bersnfat

khusus dan/atau memerlukan keahlian khu-
sus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan
- dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal
dari Pegawai Negerl atau swasta.

(7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP

dilarang duduk sebagai:
a. PPK;

b. Pejabat Penanda Tangan Surat "Per'in-tah '

Membayar (PPSPM};
c. Bendahara; dan o
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pen-

gadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Ba-

rang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Ketentuan ayat (1) huruf | Pasal 19 diubah dan
di antara ayat (2) dan ayat {3) disisipkan 1 (satu)

ayat yakni ayat {2a), sehingga Pasal 19 berbunyi - ‘

sebagai bgrikut:
' Pasal 19

{1 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksarniaan

Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi per-
syaratan sebagai berikut: :

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang- 1

undangan untuk menjalankan kegiatan/
usaha; - :

b. memiliki keahlian, pengalaman, ‘kemam-
puan teknis dan manajerial untuk menye-
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diakan BaranglJasa

. memperoleh paling kurang 1 (satu} peker—'
jaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam-

kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik

di lingkungan pemerintah maupun swasta,
- ‘termasuk pengalaman subkontrak;
. ketentuan sebagalmana dimaksud - pada

huruf ¢, dikecualikan bagi Penyedia Ba-

- rang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3

{tiga} tahun;

. memiliki surhber daya manusna, modal, . |-

peralatan dan fasilitas lain vang diperlukan
dalam Pengadaan Barang/Jasa;

. .dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan

melakukan kemitraan, Penyedia Barang/
Jasa harus mempunyai perjanjian kerja

‘'sama. operasi/kemitraan. yang memuat:
persentase kemitraan  dan perusahaan
'yang mewakili kemitraan tersebut;

. memiliki kemampuan - pada bidang pe-

kerjaan yang ‘sesuai untuk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan koperasi kecil serta ke-
mampuan pada subbidang pekerjaan yang

'sesuai untuk usaha non-kegil;
. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk
~ usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan

Barang dan Jasa Konsultansi;

khusus untuk Petelangan dan Pemilihan
Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
memiliki dukungan keuangan dari bank;

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Kon-
struksi dan Jasa Lainnya, harus memper-’

hitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)

sebagai berikut:

.  SKP=KP-P -
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan
ketentuan: - S

a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan .

Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (Ilma)
paket pekerjaan; dan

b} untuk usaha non kecil, nilai Kemam-

puan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6
(enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

- N = jumlah paket pekerjaan - terbanyak

yang dapat ditangani'pada saat
bersamaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir.

k. tidak dalam pengawasan pengadllan tldak
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pailit, kegiatén_usahahya'.tidalé sedang di-
- ~ hentikan dan/atau direksi yang bertindak

-~ untuk dan atas nama perusahaan tidak se-

dang dalam men;alanl sanksi pidana, yang
dibuktikan dengan surat pernyataan’ yang
‘ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

I. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajlban perpajakan
tahun terakhir;

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk

mengikatkan diri pada Kontrak;
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
0. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat
dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
_p. menandatangani Pakta Integritas.

{1a)Dengan tetap mengedepankan prinsip-prin-

sip pengadaan dan kaidah. bisnis yang baik,
© persyaratan bagi Penyedia ‘Barang/Jasa asing
dikecualikan dari kétentuan ayat. (1) huruf d,
huruf j, dan huruf |,

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ‘pada |

ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf £, huruf h, dan
huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/
Jasa orang perorangan. ' i

(2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpaja-

kan tahun terakhir sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} huruf |, dikecua[ikari untuk Pen-
gadaan Langsung dengan menggunakan bukti
pembelian atau kuitansi.

(3} Pegawai K!LIDII dilarang menjadi Penyedla-

-Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan men-
" gambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
{4} Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya

" menimbulkan pertentangan kepentingan dila-

rang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

4, Ketentuan ayat {1a) Pasal 25 d:ubah sehlngga

Pasal 25 berbunyl sebagai berikut: -
Pasal 25

(1) PA mengumumkan Rencana - Umum Pen-

gadaan Barang/Jasa pada masing-masing Ke-:

menterian/Lembaga/ Institusi secara terbuka
‘kepada masyarakat luas setelah rencana kerj'a
dan anggaran KementerlanlLembaga/Instutum
“disetujui oleh DPR.

(1a}PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan' '

'Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa se-
cara terbuka kepada masyarakat luas, setelah
rancangan_peraturan daerah tentang APBD

ya'ng‘merupakan rencana keuangan ‘tahunan
Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD.

.(Ib)PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

' ayat {1a) mengumumkan kembali Rencana
- Umum Pengadaan, apabila terdapat peruba-

han/penambahan DIPA/DPA.

{2} Pengumuman - sebagaimana dlmaksud pada
-ayat (1) paling kurang berisi: ‘
a. nama dan alamat-Pengguna Anggaran;
. b. .paket pekerjaan yang akan dllaksanakan,

. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan besaran biaya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), dilakukan dalam website Kement-

| - erian/Lembaga/ Pemerintah Daerah[lnstitusi'

masing-masing, papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Na-
‘sional melalui LPSE.

'(4) K/L/D/1 mengumumkan rencana pelaksanaan ‘

 Pengadaan Barang/Jasa yang. Kontraknya
akan ditaksanakan pada Tahun Anggaran beri-
-kutnyafyang aka_n datang."

Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehmgga
Pasal 45 berbunyi sebagal berikut:
. Pasal 45
{1} Pengadaan Langsung dapat dilakukan terha-
dap Pengadaan Jasa Konsultansi yang berni-
ai palmg tinggi Rp50. 000 000,00 (lima puluh
juta rupiah).

(2) Pengadaan_Langsung dilaksanakan oleh 1

{satu) Pejabat Pengadaan.

{3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pen-
. gadadan Langsung sebagai alasan untuk mem-
ecah paket pengadaan menjadl beberapa paket
dengan maksud untuk menghindari'Seleksi.

' Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu)

huruf yakni huruf e dan 1 (satu) ayat yakni ayat
(6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagal berikut:
Pasal 55

(1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

a. bukti pembelian;
b. kuitansi;
c. Surat Perintah Kerja {(SPK); .
~d. surat perjanjian; dan
"e surat pesanan. - .
{2} Bukti pembellan sebagalmana dimaksud pada
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ayat {1) huruf a, digunakan untu'k'Pengadaan‘

BaranglJasa yang nllalnya sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). .
{3} Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ‘b, digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

{4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat {1
huruf ¢, digunakan untuk Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai

dengan Rp200.000.000,00 (dua -r-ati.lsj juta

rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan
nilai sampai dengan Rp50_._000.000,00 {lima
‘puluh juta rupiah).

{5} Surat Perjanjian sebagalmana d:maksud pada.

ayat {1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai diatas Rp200.000:000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan untuk- Jasa Konsultansi
. dengan nilai diatas Rp50.000. 000 00 (llma
puluh juta ruplah)

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembe-
lian secara onfine.

Ketentuan Pasal 70 ayat (2} diubah sehlngga Pas--

al 70 berbunyt sebagai berikut:

. Pasal 70 :

(1} Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada
Penyedla Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk

Kontrak bernilai diatas’ Rp200,000.000,00

{dua ratus juta rupiah).

{2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam

hal: ‘ : :
a. Pengadaan’ Barang/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan
metode Pengadaan Langsung, Penunju-

kan L_a'ngsung.Untuk Penanganan Darurat, .

Kontes, atau Sayembara;
b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Pe-

_ nyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, atau
c.. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog

Elektronik melalui E-Purchasing.

(3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimak-
sud pada ‘ayat (1) dan ayat (2) diberikan
setelah " diterbitkannya  SPPBJ dan sebelum
penandatanganan Kontrak Pengadaan Ba-
ranglPekerjaan Konstruksn’Jasa Lalnnya

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

{4) Besaran nilai Jaminan.Pslaksanaan adalah se-
. bagai berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara

. 80% (delapan puluh perseratus) sampai

dengan 100% (seratus perseratus) dari ni-

lai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah

" sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai

Kontrak;.atau

b uht_uk nilai penawaran terkoreksi dibawah

- 80% (delapan puluh-perseratus) dari nilai
" total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan
5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

{5} Jaminan - Pelaksanaan berlaku sejak tanggal
Kontrak sampai serah. terima Barang/Jasa’

- Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
Konstrukm . - :
(6} Jaminan Pelaksanaan dlkemballkan setelah
a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sert—
ifikat Garansi; atau
- b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebe-
" sar 5% {lima perseratus) dari nilai Kontrak

khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruk-

sifJasa lainnya. -

- Ketentuan ayat (1} dan ayat {(2) Pasal 73 diubah,

sehmgga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
- . Pasal 73
(1} Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan

" pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa .

secara luas kepada masyarakat setelah RUP
dlumumkan :

(2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Ke-
- lompok Kerja- ULP dapat mengumumkan
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
secara luas kepada masyarakat sebelum RUP
diumumkan. ~

'

(3} Pelaksanaan Pelelangan/SeIeksn diumumkan .

secara terbuka dengan mengumumkan secara
" luas sekurangkurangnya melalui:
a. website KementerlanfLembagalPemermtah
~ Daerah/ Institusi;
b. papan pengumuman resmi untuk masyara-
Kat; dan
c Portal Pengadaan Nasmnal melalul LPSE

Di antara -ayat (2) dan _ayat'(3) Pasal 86 _disisipkan

1 {satu} ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) diubah,
sehmgga Pasal 86 berbunyi sebagai berlkut
" Pasal 86 ‘
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“{1) PPK menyempurnakan raricahgan Kontrak
‘Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani.

12) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/

Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
{2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/

Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan -

DIPA/DPA dan alokasi anggaran’ dalam DIPA/

DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang

dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diada-
kan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dilanjutkan ke tahap penandatariganan kon-
trak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau
proses pemlllhan Penyedia Barang!.lasa di-
batalkan.

{3) Para pihak fnenandatangam Kontrak setelah_
Penyedla Barang/Jasa menyerahkan Jaminan

Pelaksanaan.

{4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barangl '
_Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupi- |
ah) dilakukan setelah memperoleh pendapat'

ahli hukum Kontrak.
(5) Pihak yang berwenang menandatangam
‘Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas riama
' Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang
disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/

Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yangi

- telah didaftarkan sesuai dengan peraturan pe-

rundang-undangan.
(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang na-
. manya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/

~ Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada .
ayat (6), dapat menandatangani Kontrak Pen--

gadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak terse-
but adalah pengurus/karyawan perusahaan
yang berstatus sebaga: tenaga kerja tetap
dan. mendapat. kuasa -atau _pendelegas:gn
wewenang yang sah dari Direksi atau pihak

yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Ang-
garan Dasar untuk m_enanclatangam Kontrak ".

Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan ayat (2) dan ayat {4} Pasal 89 diubah,
dan di antara ayat.(2) dan ayat (3) disisipkan 1
{satu} ayat yakni ayat {2a), serta diantara ayat (4)

* . dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat

{(4a), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut: -

Pasal 89

A1) Pe'mbayéran prestasi pekerjaan dapat diberi-

11.

kan dalam bentuk: _
a. pembayaran bulanan; ‘
| 'b. pembayaran berdasarkan tahapan penyele-
~ saian pekerjaan (termin); atau
_¢. pembayaran secara sekaligus setelah pe-
nyelesaian pekerjaan.

{2) Pembayaran prestasi pekerjaan’ diberikan ke-
pada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi
pekerjaan yang 'd‘iterima‘ setelah dikurangi
‘angsuran peﬁgembalian Uang Muka dan den-
da apablla ada, serta pajak.

"(2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruks: di-

lakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang

{3) Permintaan ‘pembayaran kepada. PPK untuk
Kontrak yang menggunakan subkontrak, ha--

. tus dilengkapi. bukti pembayaran kepada selu-
ruh subkontraktor sesuai dengan perkemban-
_gan (progress) pekerjaannya. .

{4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dia-
tur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran
dapét dilakukan sebelum prestasi pekerjaan |
diterima/terpasang untuk: ‘

.a. pemberian Uang Muka kepada’ Penyedla
. Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan
Uang Muka; o .

b. ‘Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat:
nya dapat dilakukan pembayaran terlebih
dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima

“setelah Penyedia Barang/Jasa menyampai-
kan jaminan- atas pembayaran yang akan
dilakukan; . :

c. pembayaran peralatan dan/atau bahan
vang menjadi bagian dari hasil pekerjaan
yang akan diserahterimakan, namun belum
terpasang. :

{4a)Ketentuan lebih Fanjut mehgenai tata cara

pembayaran sebagaimana dimaksud pada
"ayat {4) huruf b, termasuk bentuk jaminan
diatur oleh Menteri Keuangan.

. (b) PPK menahan sebag|an pembayaran prestasi '

pekerjaan sebagai vang retensi untuk Jaminan
Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
. Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. '

Keterituan ayat (2} Pasal 91 dihapus _dah Penjela-

san ayat (1) diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi
sebagai berikut: '
Pasal 91

{1) Keadaan Kahar- adalah suatu keadaan yang
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terjadi ‘diluar kehendak para pihak dan tidak

- dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga ke~

wajiban yang ditentukan dalam Kontrak men-
jadi tidak dapat dipenuhi. '
- {2) Dihapus.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar Penyedla 1

Barang/Jasa meémberitahukan tentang ter-
" jadinya  Keadaan Kahar kepada PPK secara
_ tertulis dalam waktu paling lambat 14 {em-

pat belas) hari kalender sejak terjadinya Ke-
. adaan Kahar, dengan menyertakan salinan-

- pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan
- oleh pihak/instansi 'yang berWenang sesuai
- ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Tidak. termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal

" merugikan yang disebabkan oleh pe_rbuatan_

- atau kelalaian para pihak.

{5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang'
- diakibatkan oleh. terjadinya Keadaan Kahar ti-, |

dak dlkenakan sanksi.
{(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para plhak

.dapat melakukan kesepakatan yang dituang- '

kan dalam perubahan Kontrak.

Di antara ayat (1) dan ayat (2} Pasal 93 disisipkan

1 (satu} ayat yakni ayat (1a), ‘dan dntambahkan 1

{satu) ayat yakni ayat (3), serta Penjeiasan ayat

1 huruf a.2 diubah, sehmgga Pasal 93 berbunyl i

sebagal berikut:
: Pasal 93

{1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepl- i

hak, apabila:

a.  kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditun- |

da.meleblhl batas berakhirnya I_(ontrak

a.1. berdasarkan ‘penelitian PPK, Penyedia

' Barang/Jasa tidak akan mampu menyele-- |

saikan keseluruhan pekerjaan walaupun
'diberikan kesempatan sampai dengan 50
“{lima puluh} hari kalender sejak'masa be-

rakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk o

menyelesaikan pekerjaan;

© a2
 saikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa. berakh-

" imya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia

Barang/Jasa tidak dapat menyelesalkan
- pekerjaan;-

b. Penyedia Barang/Jasa Ialallcndera janji- 1

dalam melaksanakan kewanbannya dan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

i

setelah diberikan kesempatan menyele- =

tidak memperbaiki kelalaiahnya dalam -

jangka waktu yang telah ditetapkan;
¢. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan
" KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan
" dalam proses Pengadaan yang diputuskan
. oleh instansi yang berwenang; dan/atau
. d. pengaduan tentang

garan persaingan sehat dalam pelaksa-
naan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan

‘benar oleh instansi yang berwenang.
{1a)Pember|an kesempatan. kepada Penyedia Ba-
_rang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai den-
_ gan 50 (lima puluh hari kalender, sejak masa

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaima- |

na dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf
" a.2,, dapat melampam Tahun Anggaran.
- '{2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan kare-

‘ na kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

-a.- Jaminan Pelaksanaan dlcarrkan

b. sisa Uang Muka harus di!unaSI oleh Penye-

 dia Barang/Jasa atau Jamlnan Uang Muka
dicairkan;

¢. Penyedia Barang/Jasa membayar denda‘

keterlambatan;-dan

d. Penyedia Barang/Jasa -dimasukkan dalam '

Daftar Hitam.

(3} Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak se-
cara sepihak oleh PPK karena kesalahan Pe-
nyedia- Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat
" melakukan Penunjukan Langsuhg kepada

pemenang cadangan berikutnya pada paket .
‘pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/r '

Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

_1'3 Ketentuan Pasal 106 ayat {1} diubah, sehingga

Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:
: ‘Pasal 106
{1} Pengadaan BaranglJasa Pemenntah dnlakukan
secara elektronik. .
{2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronlk di-

lakukan dengan cara E- Tenderlng atau E Pur-

chasmg

14. Ketentuan Pasal 108 ditambahkan 2 (dua) éyat

- yakni ayat (3) dan ‘ayat {4, sehlngga Pasal 108
berbunyl sebagai. benkut
Pasal 108
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‘ {2) LKPP menetapkan Arsitektur Sistem Infora.

-15.

{1) LKPP mengembangkan Sistem: Pengadaan Ba-

rang/Jasa Pemenntah Secara Elektronik.

_masi yang mendukung penyelenggaraan Pen-
gadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elek-
- tronik.

(3) K/L/D/I mempergunakan Slstem Pengadaan‘

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronlk
yang dikembangkan oleh LKPP

. {4} Ketentuan lebih. lanjut tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah secara re[ektronlk‘
ditetapkan oleh LKPP. L

Ketentuan Pasal 109 ditambahkan' 2 (dua) ayat
yakni ayat (7} dan ayat (8), sehmgga Pasal 109
berbunyl
'Pasal 109 o ‘
{ 1) Ruang lingkup E-Tendering mehputl proses
pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai
dengan pengumuman pemenang.

* {2) Para pihak. yang terlibat dalam E-Tendermg

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
PPK, ULP/Pejabat Pengadaan ‘dan Penyedla
Barangl..lasa

(3) E-Tendering  dilaksanakan dengan _menggu-
nakan sistem pengadaan secara elektronik
yang diselenggarakan oleh LPSE.

_ (4} Aplikasi E-Tendering sekurang-kurangnya me- .
menuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan

Intelgktual dan kerahasian dalam pertukaran do-

~ kumen, serta tersedianya sistern keamanan dan: |- '

penyimpanan dokumen elektronik yang menja-

min dokumen . elektronik tersebut hanya dapat -

dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

- {5) Sistem E-Tendering *yang diselenggarakan

oleh LPSE wajib memenuh| persyaratan seb-
agai berlkut ‘

a. mengacu pada standar yang mellputl in- .
" teroperabilitas dan integrasi dengan. sistem
. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

b. mengacu pada standar proses penga'daan

" -secara elektronik; dan

c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free I:— :

cense}
{6) ULP/Pe]abat Pengadaan dapat menggunakan
sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektron-
ik ‘yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

~ (7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

16.

17.

(1) Dalam

.a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;'
- b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
‘¢, apabila penawaran yang masuk-kurang dari
- 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilan-
jutkan dengan dilakukan negosiasi teknis
. dan harga/biaya;
d. tidak diperlukan sanggahan banding: -
N untuk' pemilihan . Penyedia Jasa Konsul-
tansi: J
1} daftar. pendek berjumlah 3 (tiga) sampai
. 5 {lima) penyedia Jasa Konsultansi;
2) seleksi sederhana dilakukan dengan
metode 'pascakuallflka&

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai E—Tendenng

dltetapkan oleh LKPP.

Di antara ketentuan Pasal 109 dan Pasél 110.di-

sisipkan 1 {satu) Pasal yakni Pasal 109A yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109A
{1) Percepatan ‘pelaksanaan E—Tendermg dilaku-
kan dengan memanfaatkan Informasi- I(lnerja
" Penyedia Barang/Jasa
{2} Pelaksanaan E- Tendenng sebagalmana dlmak-
sud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya me-
© masukan pehawaran harga untuk 'Pe'ngadaan
Barang/Jasa yang tidak-memerlukan penilaian
kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta ti-
dak ada sanggahan dan sanggahan banding.
{3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling kurang terdiri atas
~ a. undangan;
b. pemasukan. penaWarah harga;
¢. pengumuman pemenang,

Ketentuan Easaf 110 ayat (3) dihapus dan ayat

(4} diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni-

ayat (5) dan ayat (6}, sehingga Pasal 110 berbu-_
nyi sebagai’ berikut: :
Pasal 110

rangka E-Purchasing, ~sistern katalog

elektronik  (E-Catalogue) sekurang-kurangnya
" memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. -

{2} Sistem katalog elektronik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.

(2a) Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog
elektronik dltetapkan oleh Kepala LKPP

{3) Dihapus.

4) KIL/D/I wajib melakukan E- Purchasmg terha-
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19.

'(4) Pengaturan Pengadaan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam
sistem katalog elektronik s'esﬂai dengan kebu—
tuhan K/L/D/.

(B} E-Purchasing dllaksanakan oleh Pejabat Pen-
.gadaan/PPK atau pejabat yang ditétapkan
oleh Pimpinan Instansi/Institusi. o

(6} Ketentuan lebih lanjut mengenai £-Purchasing

ditetapkan oleh LKPP.

Ketentuan Pasal 115 ditambahkan 2 (dua} ayat
yakni ayat (3) dan ayat (4}, sehlngga Pasal 115 s

berbunvl sebagai berikut:
. .Pasal 115
{1) KIL/D/I dilarang melakukan pungutan dalam
bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa. -
{2) Pimpinan K/L/D/ Wajlb melaporkan secara

berkala realusasn Pengadaan Barang!Jasa ke— .

" pada LKPP

{3) Pimpinan K/L/D/! wajib memberikan pelayanan

hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pgjabat Pen-
gadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP  dalam

~ menghadapi permasalahan hukum dalam ling-
kup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

'{4) Khusus untuk tindak pidana dan pelangga-

ran persaingan usaha, pelayanan hukum se-
bagaimana dimaksud pada ayat {3) hanya di-
berikan hingga tahap penyelidikan.

Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat
yakni. ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 129
berbunyi sebagai berikut:

‘ Pasal 129

(1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang, di-
lakukan melalui pola kerja sama pemenntah :
dan badan usaha swasta dalam rangka Pen-

- gadaan Barang/Jasa publik, - diatur dengan
Peraturan Presiden tersendiri.

{2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan

peraturan perundang-undangan tersendiri.

(3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang
dlbla\/al APBN, apabila dltlndaklanjutl dengan
Keputusan Menterllleplnan l.embaga/Insti-
tusi Pengguna- APBN, harus . tetap berpedo-
"man serta tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Presiden ini.

Barang/Jasa yang

dibiayai APBD, “apabila dltindaklanjuti dengan

Peraturan Daeratheputusan Kepala Daerahl

Pimpinan Inétitusi 'Pengguna APBD, harus

tetap berpedeman serta tidak boleh bertentan- .

" gan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

({5} Pengadaan Jasa - Konsultansi  dan/atau Jasa
Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN me-
lalui utang, pengelolaan portofolio utang, pen-

gelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinja- |

.man, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

{6} Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dia-

tur dengan peraturan Bupatn/Wallkota yang men-

_gacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

{7) Pimpinan K/L/D/l mendorong konsolidasi pelak-
sanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal Il

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

.

Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerin-
tah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan den-
gan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum
diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Perjanjlan/l(ontrak yang ditandatangani sebelum

' berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku

sampal dengan berakhlrnya PerjanjlaniKontrak

Peraturan Presiden ini mula| berlaku pada tanggal

‘diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-

kan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penem-

. ‘patannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapké_m di Jakarta
- pada tanggal 16 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
' otd.
"JOKO wWiDODO

Diuridangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
. tid. 7
YASONNA H, LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 5

PENJELASAN
 ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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PENGUMUMAN PERATURAN PEMER!NTAH

NOMOR 4 TAHUN 201 5 -
TENTANG :
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG -
PENGADAAN.BARANG/JASA PEMERINTAH °

UM U M

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang
menjadi -tanggung jawab Pemerintah perlu didu-
kung oleh percepétan pelaksanaan belanja Negara,

vang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa '

Pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kadang kala ditemukan
kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara
lain: perencanaan - Pengadaan Barang/Jasa ‘yang

kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat,
tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelak-

sanaan -pemilihan penyedia, hingga belum merat-
anya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

~ Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Ba-

rang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat diatasi
. dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam

proses pelaksan’éannya. Pemanfaatan teknologi -

~ informasi selain bertujuan .untuk memperingan
‘beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemer-
intah juga bertujuan untuk tetap rrienjaga‘ sisi

akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Ba-

rang/Jasa Pemerintah.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barangl
-Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan
bercepatan belanja ' Pemerintah, khususnya ter-

hadap BaranglJasa yang secara luas dibutuhkan _
oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah

merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan
Katalog Elektronik baik dari segi'kuantitas mal-
pun varian Barang/Jasa. '

Melalui penyempurnaan kembali terhadap

 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seb--
agaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Pe-
rubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor

- 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
. Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksa-
naan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimak- -
sud, diharapkan pelaksanaén Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan
" belanja Pemerintah yang berdampak positif pada

pembangunan Negara dan peningkatan pe'rah
“Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi. -

PASAL DEMI PASAL

- -Pasall
" Angka 1

. Cukup jelas . -
Angka 2

~Pasal 17

Ayat (1} .

Cukup jelas
Avyat (1a)

Pengecuallan sebagalmana dimaksud dalam"--
ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP ti-
dak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pe—
jabat’ Pengadaan
Ayat {2)

Huruf a s/d Huruf ¢

Cukup jelas
Hurufd

Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki

. LPSE dapat menyampalkan melalui LPSE ter-
- .dekat.

Huruf e dan Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Angka 1 _
Cukup jelas

~ Angka 2

Dalam hal penetapan pemenang Pelelangam’
Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena - suatu
alasan periting, Kelompok Kerja ULP bersama-
sama dengan' PPK mengajukan: m,_asalah‘ perbe-
daan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk
mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
Angka 3 s/d Angka 5

Cukup jelas -

" Huruf h

Angka 1 . ,
Dalam_ hal penetapan Penyedla Barang/Jasa

' tidak disetujui oieh PPK karena suatu alasan pent-

ing, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan
PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat

. tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertim-
- bangan dan keputusan akhir. -

Angka 2 s/d Angka 4
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

. Ayat (2a).

Cukup jelas )
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Ayat (3)
Huruf a

© Cukup jelas
. Huruf b , _
_ Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan

berdasarkan berita acara pemberian penjelasan
Ayat 4)

Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal

darl instansi lain ‘adalah anggota Kelompok Ker-

ja ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di.

instansi yang sedang melakukan Pengadaan Ba-
rangIJasa tidak mempunyal ¢ukup pegawai yang
‘memenuhi syarat. : :

Ayat {5} |

Cukup jelas

Ayat (B8Y
. Tenaga ahli tidak ikut terllbat dalam penen-
" tuan pemenang Penyedla Barang/Jasa

Ayat (7)
' Cukup jelas

- Angka 3

Pasal 19
Ayat (T)
Huruf a

Yang dlmaksud dengan memenuh| ketentuan
peraturan perundang -undangan untuk menjalank-
an usaha/kegiatan  sebagai Penyedia Barang/

~ Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan
dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, ke--

sehatan, perhubungan penndustnan migas, dan
3 pariwisata. : :
Huruf b s/d Huruf i’

* Cukup jelas’
Hurufj

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampu.an Pa-
ket {SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat diker-

jakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam "

waktu yang bersamaan
Huruf k

‘ Untuk memastukan suatu badan usaha tldak‘
dalam keadaan palht Kelompok Kerja ULP/Pe-

. jabat Pengadaan mencari -informasi dengan cara
antara fain menghubungl instansi terkalt

“Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Ker-
ja' ULP/Pejabat Pengadaan, Pe.nyedia Bai’ang{Jasa

cukup membuat ‘pernyataan, misalnya bahwa

" Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit
.atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/

Dlrek5| untuk dan atas nama perusahaan tlda’k !

SR ———

- sedang dalam menjalan: sankSI pldana

Huruf | .
Kewajlban Perpajakan Tahunan terakhlr di- _

_ ' penuhl dengan penyerahan SPT Tahunan.
-Hurufm R e

Cukup. Jelas
Hurufn ' Co :
- Yang dimaksud - Daftar Hltam adalah ‘daftar
yang‘me'muat |dent|tas Penyedla Barang!Jasa
yang dikenakan sanksi .oleh K/L/D/I, BUMN/
BUMD, lembaga donor dan/atau ' Pemerintah

' negara lain.
‘Huruf .o -

'Cukup jelas -
Huruf p ' : :
Pakta Integritas disampaikan bersamaan
pada saat perasukan Dok,umen' Kualifikasi un-
tuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan

~ ‘pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem
pascakualifikasi. ' ‘

Avyat (1a)

Yang dimaksud dengan Penyedla BarangIJasa
asing adalah perseorangan warga negara asing
atau Penyedla Barang/Jasa yang bukan berbadan
hukum Indone5|a

" Ayat {2) d,an Avyat (2a)

Cukup jelas

* ‘Avyat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4
‘Pasal 25
 Ayat (1)

“Cukup jelas

" Ayat (1a) dan Ayat (1b)

Cu_kup jelas
Ayat {(2)
Cukup jelas

| Ayat {3)

Portal Pengadaan Nasional adalah www.in- -
.abroc.lkp'p.go.id :
Avyat (4)

- Cukup jelas

© Angka b

Pasal 45
Cukup jelas

"Angka 6

Pasal 55
Cukup jelas

' ,Angka 7
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Pasal 70

. Ayat (1)

Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dlper-
syaratkan dalam Dokumen Pengadaan. '

‘Ayat {2) s/d Ayat (6)

Cukup jelas
Angka 8

 Pasal 73 S
- Ayat (1)

Cukup jefas
Ayat {2y :
. Dalam hal pemilihan Penyedla BaranglJasa

‘dllakukan mendahului penetapan DIPA/DPA,

pengumuman pemilihah Penyedia Barang/Jasa
harus memuat kondisi bahwa: ‘

. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan

b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/

Jasa dibatalkan - karena - DIPA/DPA tidak’

ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/
DPA yang ditetapkan: kurang "dari nilai pen-

- gadaan yang diadakan, kepada Penyedla Ba-_

rang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
Pengadaan BaranglJasa tertentu yang proses pe-

~ milihan Penyedia BaranglJasa dapat dlumumkan
sebelum RUP diumumkan antara lain:

a. pengadaan Barang/Jasa yang _membutu_hkén

- waktu perencanaan dan pers'iapan pelaksa-

naan pengadaan Barang/Jasa yang Iama
b. pekerjaan kompleks dan/atau

.©. pekerjaan rutin yang harus dlpenuhl d| awal

~tahun anggaran dan tidak boleh berhentl
Ayat (3}

Dalam hal dlperlukan pengumuman Pelelan-‘

ganlSeleksu dapat diperluas-oleh K/L/D/l melalui

- surat kabar, baik surat kabar nasional maupun '

surat kabar provinsi.

Angka 9

Pasal 86

- Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

‘Ayat (2a) S
_ Apabila proses pemlllhan Penyedla Barang/
. Jasa dibatalkan karena DIPA/D_PA tidak ditetap-

*'kan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang

ditetapkan kurang darl nilai pengadaan yang dia-

.dakan, kepada Penyedla Barang/Jasa ‘tidak diberi-

kan ganti rugi.
Avyat (3) -
Jaminan Pelaksanaan dlserahkan hanya untuk

PENGUJ‘AUMAN PERATURAN PE!\.\ERINTAH

'Pengadaan BarangIJasa yang mensyaratkan per-
" lunya penye;ahan Jaminan Pelaksanaan.

Avat (4) s/d Ayat (6)
Cukup jelas

Angka 10

Pasal 89

A_yét (1)-dan Avat (2}
Cukup jelas

Avyat (2a) dan Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat.(4)

" Huruf a

Cukup jelas .

. Huruf b .

- Contoh keglatan yang karena sn‘atnya harus

- dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain -

namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa

_asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak
" penyelenggaraan beasis’Wa_, belanja online, atau

jasa penasehat hukum.

“ . Huryf ¢

Peralatan dan/atau bahan yang menjadl ba-
gian dari hasil ‘pekerjaan yang akan diserahteri-
makan namun.belum terpafsang, dibayar senilai

. peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak terma-
- suk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.

Penye!esalan pekerjaan pemasangan dan uji

- fungsi peralatan dan/atau bahan dllakukan dalam

Tahun Anggaran berjalan. -

_ Ayat (4a)

Cukup jelas

Ayat (5}

Retensu pembayaran dllakukan apablla masa
pemehh.araan berakhir -pada tahun anggaran
yang sama. ' ' '

~ Angka 11

Pasal 81
Ayat (1)

Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pen-
gadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak ter-
batas“'pada:rbencana alam, bencana non alam,
bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gang-
guan industri Iaihnya sebagaimana dinyatakan

-metlalui keputusan bersama Menterl Keuangan

dan. menteri teknis terkalt
Avyat (2)

Dihapus

Ayat (3) s/d Ayat (6)

- Cukup jelas
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Angka 12 : .
Pasal 93 -~ ' g
Ayat (1)
Huruf a _
' Cukup jelas
Huruf a.1. =
~ Cukup jelas
Huruf a.2.

Masa berakh1rnya pelaksanaan pekerjaan un-’

tuk Pekerjaan Konstruksi dlsebut Juga Provnsmnal
‘Hand Over. -

" Huruf b s/d Huruf’ d

Cukup jelas
Ayat {1a)

" Dalam hal pembenan kesempatan kepada Pe-
. nyedia BaranglJasa melampaui Tahun Anggaran, _

maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber

-pembiayaén dari DIPA Tahun Anggaran berikut-.

- nya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.
Ayat (2) dan Ayat (3} ' '
Cukup jelas =~
Angka 13
Pasal 106 '
Ayat (1)
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronlk ber-
: pedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasn dan Transaksi Elektronlk
Ayat (2)
Cukup jelas 2 .
Angka 14 ‘ o '
Pasal 108 ' i
Ayat {1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan arsuektur sistem in-
forma5| adalah kerangka dasar yang bersifat me-

" nyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengem-

- bangan dan tatanan ' pelaksanaan ‘Pgngadaan
. Barang/Jasa secara eléktronik. B
‘Ayat (3) dan Ayat (4)
- Cukup jelas’
Angka 15
Pasal 109
 Cukupjelas
Angka 16 .
Pasal 109A
.~ Cukup jelas
"Angka 17 -
. Pasal 110 I

CAvat (1)
E-Purchasing’ dlseienggarakan dengan tuluan ‘
a. ;terciptanya proses Pemlhhan BaranglJasa

. secara langsung melalui sistem katalog elgk.— '
. tronik ' (E-Catalogue}. sehingga dimungkinkan

dapat memilih BaranglJasa pada plilhan ter-
baik; dan

b efnsuensn biaya ‘dan waktu’ proses Pemlilhan’

_ Barang!..lasa dari sisi Penyedia BaranglJasa
dan Pengguna BaranglJasa -

Ayat (2}

Cukup jelas
Ayat (2a) -
- Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam

" katalog adalah Barang/Jasa yang sudah tersedia
dan sudah terjadi kompetisi di- pasar, antara lain

kénd'araan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat

kesehatan obat-obatan, sewa pengmapanlhotell-

ruang rapat, tiket’ pesawat terbang, dan pen-
gadaan .benih. )

- Ayat (3)
,Dlhapus .

Avyat (4) s/d Ayat 6
~ Cukup jelas

‘Angka 18
- " Pasal 115.

Cukup jelas
Angka 19
Pasal 129

‘Ayat (1) s/d Ayat (4} .

* Cukup jelas
Ayat (5}

. Dalam mengatur Pengadaan Jasa sebagaima-

na " dimaksud pada ayat ini, Menteri Keuangan
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan

- .dan ketentu'a'n yang berlaku di pasar keuangan

mternas;onal
Ayat (6) dan Ayat (7}
- Cukup jelas .
Pasal Il
' Cukup jelas
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